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BUPATI SUKABUMI,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.0 l.AT /MENKES/289 l2O2A tentang Penetapan
Pembatasan sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi
Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corana Virus Disease 2019 {Covid- 19} dan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep'259-
Hukham /2*2o tentang Pemberlakuaa Pembatasan
sosial Berskala Besar di wilayah ProYinsi Jawa Barat
Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan corona vints
Disease ZOtg {Covid-19}, Provinsi Jawa Barat telah
ditetapkan menjadi Daerah yang wajib melaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar;

bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan
penyebaran Corona Vinrs Di,sea'se 20 19 {COVID- 19)

secara masif melalui pernbatasan kegiatan tertentu yang
dalam pelaksanaallnya diperlukan pedoman yang diatur
dalam Peraturan BuPati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentalg Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Penanganan Corana Vin* Diseo,se 2Al91.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat {Berita' Negara tanggal
I Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan ...
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Pernbentukan Kakrupaten Purrrakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten tal*m Lingkungan Provinsi Djavra Bar*t
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 2851);

Undang-Undang N*mor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran ltegara Republik Indonesia
Tahun 1884 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indcn*sia Nomor 3273);

Undang-Undang Norncr 24 Tahun 20fi7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2*A7 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

Undang-Undang N*m*r 36 Tahun 20Og tentang
Kesehatan {Letnbaran Negara Republik indonesia Tahun
2009 Nom*r 144, Tarnbahan Lembanan Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 N*m.or 244, Tambahran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587i sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Ixmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56?9);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahua 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 5601i;
Undang-Undang NomCIr 6 Tahun 2O 18 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lemharan Negara Reputrlik
Indonesia Tahun 2O18 Nsilror 128, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nclmor 6363);

Peratu:"an Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar
1 ?ahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Mernbahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Ker-r.angan {Lembaran Negara Repubtrik trndonesia Tahu.n
2A2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
Feraturan Pemerintah Ncmor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1991 Nomar 49,
Tambahan Lembaran Negara Repuhiik Itrdonesia Nomor
3a+7|;

10. Peraturan ...
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10. Feraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lemharan
Negara R*pubiik indonesia Tahun 2*08 lrlom*r 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone*ia Nomor
a828i;

L]..Peraturan Femerintah Nc,mor 22 Tahun 20OB tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
{l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OS8
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor a829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20i9 tentang
Fengeloiaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik indonesia Nomor 63221;

13. Peraturan Femerintah Nontsr 21 Tahun 2*24 tentang
Pernbatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20i9
{COVID- 19} (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2A Nornor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi.a Nomar 6a87i ;

14. Peraturan Presiden Ncmor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu {i,*mbaran lrlegara Republik Indonesia Tairun
?018 Nomor 34);

15. Keputu*an Fre*iCen Namor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Per*epatan Penanganan Ccrona Virus Disease
?019 {CCVID-19} *ebagaim*.na tela}r diubah dengan
Keputusan Presiden Ncmor 9 ?ahun 2024 tentang
Ferubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganart
Corona Virus Disease 2019 {COVID-19};

16- Feraturan fulenteri Kesehatan Nornor
g4glMenkes/SK/VIIl2OO4 tentang Penyelenggeraan
$istem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

1?. Peraturan Menteri Kesehatan ltlomor g Tahun 2*20
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Da-lam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2O 19 {COVID- 19} (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

18. Feraturan Menteri F*rkrubungan N*mor FM 18 Taliun
2$2il tentang Fengendalian Transportasi Dalam Rangka
Fencegahan Penyebaran Corona Virus Di*ease ?G1q

{COVID-19} (Berita Negara Republik Indcnesia Taltun
202S Nomor 361);

19. Peraturan lVIenteri Dalam Negeri Nomsr 20 Tahun 2020
tentang Pe::cepatan Penanganan Corona Yirus Disease
2fr19 di Lingkungan Femerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2a9|;

20. Peraturan ...
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20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2Q2O
tentang Pengendatrial Transportasi Selama Masa Mudik
Idui Fitri Tahun 144lHijriah Dalam Rangka Pencegahan
F*nyebaran Cor*na Virus Dieease 2il19 {Covid} 19

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nornor
405);

21. Feraturan Gubernur Jarn'a Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedorrran Pernbatasan Sosial Eerskala Besar
Dalam Penanggulangan C*ranc. I/dn"ls llisecrse 2Oi9
{Covid-l9} di Wilayah Provinsi Jawa Barat {Berita Daerah
Pror.insi Jawa Barat Tahun 202* Nomar 36);

Memperh.atikan : 1. Keputusan Presiden Nomor i1 ?ahun 2O2* tentang
Peneta.pan Kedaruratan. Ke*ehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 {COViD-19};

2. Keputlrsan Presiden Nomor 12 Tahun 2A20 tentang
Penetapan Bencana Nonaiam Penyebaran Corona Virus
Disease 20i? (COVID-i9i sebagai Beneana Nasional;

3" Keputu$a11 Menteri Kesehatan Nomor
FenetapanHK.Oi.OZIMENKESI2BP l2A2O tentarrg

Fembatasan Sosiei Berskala Besar di Wilayah Provinsi
Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penangan*n Corona
Vints lhseqse 2Oi9 (Covid- 19];

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-
Hukham /2AZA tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosiai
Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka Percepatan Penanggulangan C*rona Virus Disease
30 19 {Covid- i 9} ;

MEh{UTUSKAN :

Menetapkan : FERATURAN BUPATI TENTANG FEMBATASAN SCSIAL B$RSKALA
BESAR DALAM PENANGANAN COROITA YIfrUS J}ISBASA 2019.

BAB i
KETEI\ITUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kakrupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom,

3. Bupati.".
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3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Pembatasan $osial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat

PSBB adaiah pembata$an kegiatan tertentu penduduk dalam
suetu wilayah yaftg diduga terinfeksi Cor*na Virus Disease ?O19

{COVID-19} sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyeharan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19.

5. Cara*a Hin.rs llfsease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-i9
adalah sebagai penyakit yang dapat menimbuikan rnrabah.

6. Barang kebutukran pokok adalah barang y&ng ffienyangkut hajat
hidup orang banyak dengan skala pernenuhan kebutuhan yang
tinggr *erta menjadi faktsr pendukung kesejahieraan
ma*yarakatFenyelenggara Pelayanan Pu biik adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi.

V. Fenduduk adalah setiap oreng yang berdomisili danlatau
berkegiatan di Wiiayah Daerah Kabupaten.

B. Pelaku usaha adalah *etiap orallg per$eorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha yang berbentr.rk badan hukum atan:
bukari badan hukum yang didirikan dan berkedu-dukan dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melakukan kegiatan r..isaha di bidang perdagangan dan/ata"u
industri"

g. Sekoiah adaiah jalur pendidikan )rang terdiri atas Pendidikan
Formal, Nonforrnal dan Informai.

10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 20i9
{Covid-i9} Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas
adalah unit pelaksana percepatan penanganall Covid-l9 di
Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati

t 1. Sugus T\rgas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang
dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah
kabupaten.

12. Masa inkubasi *dalah masa mulai saat penyebab penyakit
masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya
penyakit.

Bagian Kedua
Maksud, T[juan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Iv{aksud dibentuknya Peraturan Bupati ini. adalah sebagai pedoman
pelaksanaan P$BB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. rnembatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang danfatau

barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-i9;
b. meningkatkan ...
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b. rneningkatka* antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran
Covid-19;

c. rnernperkuat upaya penangarlan kesehatan akibat Covidl9; dan
d. meuangani darnpak soeiai dan ekonomi dari penyebaran Csvid-

1S.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksaJlaan FSBB;

h. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
selama PSBB;

c. sumber daya pe&angs.rlan Covid-L9;
d. sosialisasi;
e. pem€.ntauaR, evaluasi dan pelaporan;
f. penegakan hukum; dan
g" sank*i.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu
Urnum
Pasal 5

{U PSBB di Daerah Kabupaten dilaksanakan secara parsial

t2) Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat il) meliputi:
a. Kecamatan Sukaburni;
b. Kecamatan Cisaat;
c. Kecamatan Kadudampit;
d. Kecamatan Sukaraja;
e" Kecarea"tan Sukalarang;
f" Kecamatan Gunungguruh;
g. KecamatanKebonpedes;
h. Ke*amatan Cibadak;
i. KecamatanCicantayan;
j. Kecamatan Cicurug;
k. Kecamatan Palabuhanratu:
i" Keearnatan Cidahu;
m. Kecarnatan Parungkuda;
n. Kecamata* Cikembar"

{3} Dalarn hal terjadi penarnbahan Kecamatan yang
melaksarrakan PSBB, ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

Pasal6 ...
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Pasal 6

{1} Dalam upaya mencegah meluaenyfi. ffiny6:foaran Covid-19, PSBB
dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat
diperpanjang jika masih terdapat buk"ti penyebaran, yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

{2} PSBB seLragaimana dirnaksud pada ayat {1} dilakukan dalam
bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan aieh
setiap orang yang berdornisili danlatau berkegiatan di Daerah
Kabupaten.

i3) Seiama pemberiakuan PSBB, setiap orang wajib:
a. melakukan cuci tangan mengguilakan air mengalir dan sabun

atau pencuci tangan berbasis alkohol dan Perilaku Hidup
Bersih dan $ehat {PHBS}; dan

b. menggunakan masker di luar rumah.
{4} Fembata$an aktivitas iuar ruma}r dalam pelaksanaan P$BB

sebagaimana dimak*xd pada ayat (2|, mel.iputi:
a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi

pendidikan lainnya;
b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasiLitas umum;
e" kegiatan sosial dan budaya; dan
f. pergerakan CIrang dan barang menggunakan mod"a

transportasi

iSi Pembatasan aktivitas luar runtah *ebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan melalui jaga jarak fisik {phgstual dist*ncing}
meliputi:
a" berdiam di rumalt;
b. bekerja dari rumah;
c. bel4jar di rumah;
d. belanja dari rumah;
e. berihadah di rumah; danlatau
f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

{6} Kocrdinasi pengerahan sumtrer daya dan operasiona}
pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
diiakukan oleh Gugus T1rgas secara berjenjang dengan
melibatkan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugr.rs Tugas
Tingkat Kelurahan f Desa.

{7}jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Petunjuk teknis/panduart selama pemberlakuan PSBB
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelqjaran di $ekolah

dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara
kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya di Daerah
Kabupaten.
Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat it), semua aktivitas
pembelajaran diubah pelak*anaannya clengan melakukan
pembelqlaran di rumahltempat tinggal masing-ntasing melalui
metode pembelajaran jarak jauh clanlatau secara virtual"
Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah
dikerjakan dari rumah dengan trentuk peiqvanan yang
disesuaikan.
Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembela,jaran serta pelayanan
administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih
ianjut oleh P*rangkat Daerah dan instansi vertikal yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan.
Sekolah sebagaimana dimak*ud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Fendidikan Anak Usia Dini;
b. Tapilan Kanak-kanak;
c. Raudatul Athfal;
d. Sekolah Dasar;

Madrasah Ibtidaiyah;
$ekalah Menengah Pertama;
Madrasah Tsanawiya-tr ;

Sekolah Menengah Atas;

Sekolah Menengah Kejuruan; dan
Madrasah Aliyah.
Satuan Pendidikan Nonformal

Fasal I

{1} Institusi penCidikan lainnya yang dilakukan penghentian
sementara seiama pemherlakuan PSBB sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (L), meliputi:
a. trembaga pendidikan tin$gi;
b. lembaga pelatihan;
c. trernbaga peneiitian;
d. lembaga pembinaan;
e. lemtlaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondck

Pesantren, Majelis Tatiru dan lain-lain; dan
f. lembaga ...
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f. lembaga pendidikan iainnya sep*rti lembaga kursus dan
pelatihan, lembaga peadidikan dan keterampilan, serta
pusat kegiatan belqjar masyarakat.

Penghentian sernentara kegiatan pada institusi pendidikan
lainnya sebagainrana dimaksud pada ayat {1"}, dikeeualikan bagi
lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan"
Daiam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi
pendidikan iainnya sebagaimana climaksud p*"da ay*t ( 1),
kegiatan, aktivitas pembelqjaran, dan pelayanan administrasi
diiak*anakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari
rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait

Fasal I

t1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pernberlakuan
F$BB, p*nanggung jawab $etuan pendidikan dan inslitusi
pendidikan lainnya wajib:
a. memastikan prsses pernbelqjaran tetap berjalan dan

terpenuhinya hak pesefta didik dalam mendapatkan
pendidikan;

b. ritelakukan pencegahan penyebaran C.ovid-l9 di lokasi cian
lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan iainnya;
dan

c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan
lainnya.

{2} Upaya pencegahan penyebaran Covid- 19 di iokasi dan
lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara
herkala dengx.n cara:
a. memb*rsihkan dan melakukan ciisinfeksi sarana Can

pra$arana sekolah; dan
b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 bagi

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal L0

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian
sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa-l8 ayat {2}, pimpinan instansi pendidikan wajiLr
melakukan:
a. pembata*an interaksi daiam aktivitac pembelajaran;
b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta

danlatau kondisi yang dapat berakibat fatai apabila terpapar
Cervid-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan,
antara lain:
1. penderita tekanan darah tinggi;
2" pengidap penyakit jantung;

3. pengidap ...

(3)
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3. pengidap diabetes;
4. pend*rita penyakit paru-ps"ru;

5. penderita kanker;
6. ibu hamil;
7. penderita irnunitas rendah; dan

8. usia lebih dari 6O {enarn putuh} tahun.
c. penerapan protokol pencegahan pen"yebaran Covid-19 di institusi

pendidikan, meliputi:
1. rner*astikan institusi pendiCikan selalu dalam keadaan bersih

dan higieni*;
2. rnemiliki kerja sarna operasional periindungan kesehatan dan

pe*cegahan Covid-l9 dengan fasilitas pelayanan keseh:atan
terdekat untuk tindakan darurat;

3. menyediakan vaksin, vitarnin dan nutrisi tambahan guna
meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;

4. metrakukan disinfeksi secarn berkala pada lantai, dinding dan
perangkat bangunan institusi pendidikan;

5" melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh
pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yeng mernasuki
institusi pendidikan serta mernastikan pegawailkaryawan
dan peserta pendidikan yang berada di institu*i pendidikan
tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas ncrmal atau sakit;

6" mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan {hand sanitieer} termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang memad"ai dan mudah Ci akses pada
institusi pendidikan;

?. menjaga jarak antar sesama pegawailkaryawan dan/atau
pe*erta didik {physical distancing} paling sedikit dalam
rentang 2 (dua) rneter;

8" meiakukan penyeharan informasi serta anjuranlhirabarian
pencegahan Covid-l9 untuk disebarluaskan pada lokasi
strategis di institusi pendidikan; dan

9. dalarn hal ditemukan adanya karyawanlpegawai danlatai.l
peserta didik di institusi pe*didikan yang menjadi pasien
dalam pengae-asan, rnaka:
a) aktivitas pembelaiaran di institusi pendidikan harus

dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari
kerja;

b) petugas medis dibantu satuan pensamafian melakukan
evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh
tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikzur;

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi
dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan
pemenksaan kesehatan dan i*olasi karyawan/pegawai
dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak
fisik dengan karyawanfpegawai danlatau peserta didik
yang terpapar Covid-i9 telah selesai..

Bagian Ketiga ...
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Bagran Ketiga
Pembataean Aktivitas Bekerja di Tempat KerjalKantor

Pasal 11

il] Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara
aktivitas bekerja di tempat kerjalkantor"

{?} Selama penghentian sernerrtara aktivitae beker3'a di tempat
kerja/ka*tcr sebagairnana dirnaksud pada *.yat i1), wqjib
mengganti aktivitas beke{a di ter*pat kerja dengan aktivitas
bekerja di rumah/tempat tinggal.

{3} Pimpinan tempat kerja yeng me}akukan penghentian sementara
aletivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat i2) rnrajih:

a. rnenjaga agar pnlayanan yang diberikan danlatau aktivitas
us*"ha tetap herjalan secara terbata*;

b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
c. merrgaturjam ke{a;
d. merr:astikan ketrersiFran pad* **iuruh area perkani*ran;
e. melakukan pencegahan penyebaran Covid-l9 di lokasi dan

iingkr.lngan ternpat kerja;
f. menjaga. keamanan lokasi dan lingkungan sei<itar tempat

kerja; dan
g. men-vediakan po$ pemeriksaan kesehatan, ruans transit,

ruang kara:etina dan petugas kesehatan di area perkantoran.

{4} Upaya pencegahan penyebaran Covid- 19 di lokasi dan lingkungan
tempat kerja sebagairnana dimaksud pada ayat {3i huruf e,
dils.kuka& sefara berkala dengan cara:
a. membersitrkan lingkungan ternpat kerjalkantor;
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat

bang*nan tempat kerja; dan
c. raenutup akses masuk bagr pihak-pihak yang tidak

berkepentingan"

Fasal 12

il) Dikecualikan dari penghentian semeatara aktivitas bekerja di
ternpat ke$a/kantor sebagaimana dimaksud dalam Fasal i 1 ayat
{1}, bagi tempat kerja/kantor dengan kateg<lri:

s.. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan
langsung kepada rnasyarakat;

b" *eluruh kantor/insta:rsi pemerintahan herdasarkan
pengaturan dari kementerian terkait;

c. Sadan Usaha Milile Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
3.a:19 turut serta. datram pe$anganan Covidl9 dan/atau dalam
pemenuhan kebutuhan pckok masyarakat mengikuti
pengaturan dari kementeria* terkait dan/atau Pemerintah
Daerah Kai:upaten;

d. pelaku ...
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d. pelaku usaha;
e" pelayanan jasa yarg trerkaitan dengan Perbankan, antara lain

N*taris/PPAT;dan
f. crganisasi kemasyarakatan lokai dan internasional yang

bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau *osiai.

i2) *alam hs1 melakukan pengecualian terhadap penghentian
sementara aktirritas bekerja di tempat kerjalkantor sebagaimana
dimaksud pada a-yat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
b. pernbatasan setiap orarlg yang mempunyai penyakit penyerta

dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar
Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja/kantor;

c. melakukan pekerjaan dengan jumlah karyawan yang
minimum

d. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-l9 di
tempat kerja/kantor

(3) Terhadap kegiatan penyediaa-n makanan dan minuman,
penanggung jawab restaranf rumah makallusaha sejenis baik
yang berdiri sendiri maupun yeng berada di pusat perbelanjaan
memiliki kewajiban untuk:
a" rnembatasi laya::an hanya untuk dibawa pulang secara

langsung {take awag}, melalui pemesanan $ecara daring
dan/atau dengan fa*ilitas telepon/layar?an antar;

b. raeqjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paiing sedikit 1

{satu} meter antar pel.anggan;

c. rnenerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam prose$
penanganan pangan sesuai ketentuan;

d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan danfatau
penjepit makanan untuk merrrinimaikan kontak langsung
dengan makanan siap saji dalam proses persiapan,
pengolah"an dan penyqiian;

e. memastikan kecukupan pro$es pemanasan dalam pengolahan
makanan sesuai standar;

f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan,
khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan
langsung dengan rnakanan;

g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagl
pelanggan dan pegawai;

h. meiarang trekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan
sulru tubuh diatas norrnal, batuk, pilek, diare dan sesak
nafas; dan

i. mengharuskan karyawanlpegawai yang bertugas secara
larrgsung dalam pro$es penyiapan makanan/minuman
menggunakan sarurig tangan, masker kepala dan pakaian
keq'a sesuai pedaruan keselannatan dan kesehatan keqja.

{4} Terhadap kegiatan perhotelarr, penangguns jawahr hotel wajib:
a. menyediakan layanan khusus bagi tarnu yang ingin

melakuken isola*i mandiri;
b. memb*tasi taml.I hanya dapat beral*tivitas dalam kamar hotel

dengari memanfaatkan iayanan kamar {ro*m ser#eei;

c" meniadakan ...
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*. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasiUtas iayanan
hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area
hotel;

d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh
diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk
masuk hotel;

e. mengharuskar: karyawan rrlen"ggunakan masker, sarung
tangan clan pakaian ker.l'a sesuai pedoman keselam.atan dan
kesehatan kerja; dan

f. mengharuskan cuei tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan lhand sanitizer) serta menyediakan
fasilitas cuci tangan _yang memadai dan mudah diakses.

{5} Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki
kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan

pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;

b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan
didalam kaurasa*n prr:yek;

c. rnenyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-
hari seluruh pekerja selama berada di kasrasan proyek;

d. menyediakan ruarrg kesehatan di tempat kerja yang
diiengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

e. mengharuskan peke$a menggunakan rrrasker, $arung
tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan
kesehatan kerja;

f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air 3rang
mengalir dan/atau pembersih tangan ihand *anitizeri
termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang rnemadai
dan mudah di akses pada tempat kerjalkantor;

g. meiarang setiap $rangr baik pekerja raaupun pihak lainnya
)'&r?g raemiliki suhu hadan diatas normal, demam, batuk,
pilek, diare dair sesak nafas untuk berada di daiam lokasi
kerjalkantor;

h. ulenlrar$paikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi
teknik pencegahan C*vidl9 daiarc setiap kegiatan
penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Keq'a pagi hari
atau sa"fe$ marning talk;dan

i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di
kawasan proyek secara berkala.

Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi
kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan,
waktu kegiatan dan fa*ilitas operasional, dan mendCIrong
sebanyak mungkin kaavawan bekerja dari rumah (rrorlc fr*m
homel dengan mempertimbangkan kelang*ungan usaha dan
melakukan pembayaran upah pekedalburuh sesuai dengan
kes*p*katan antara penguss.ha dengan peke$al buruh.
Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), pimpinan perusahaa.n melaporkan kepada
Ferangkat Daerah yang membidangi perindustrian dzur
Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

{8} Selain ". "

{6}

{?}
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t8i Selain melaksanak*.n pengurar?gan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {7}, pimpinan perusahaan wqjib:
a. membatasi aktivitas peke*a l:anya herada di area lingkungan

tempat kerja;
b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar

tidfik terjadi penumpuke.n pekerja d*lam suatu waktr.r;
c. membuat rencana kesiapsiage.aa dalam menghadapi pandemi

Crivid-l9 dengan tr.rjuan memperkecil resiko penularan di
tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;

d" rnelakukan antisipasi penyebaran Covid*l9 pada
pekerja/buruh dengan melakukan tindakantindakan
pencegaharr seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan
mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan
Ke*ehatan Keda {K3}, pemberd.ayaan Panitia Pembina
Keselamatan dan Keeehatan Herja {P?K3}, serta aptirnalisaei
fungsi pelayanan kesehatan kerja;

e. melakukan pencegahan rrandiri dengan pengecekan
karyawan dengan merrggunakan rapid tes

f. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cek suhu
tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan,
memberikan hand samitiaer, masker dan memberikan
inforrnasi kepada seluruh pekerja ientaxg bahayanya Cavidl9
*esuai Stasrd"ar Operasional Prosedur yarrg beriaku;

g. melakukan tindakan pembersitran atau penyemprotan cairan
disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan hngkungan
perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan
dan clah raga sebeiurn hrekerja;

h. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kaeus
atau Jvang patut diduga kasu* eovid19 di tempat kerja;

i. dalant hal terdapat pekerjay'buruh atau pimpinan perusahaan
yang here*iko, diduga atau mengalarni sakit akibat Cavid-l*
maka dilakukan langkahlangkah penanganan sesuai stanclar
kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;

j" dalam hal terdapat pekerjalburuh yang dikategorikan sebagai
Orang Dalam Pemantauan {ADP} terkait Covid- 19
berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk
kerja paling lama 14 {ernpat belas} hari atau sesuai stand.ar
Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;

k. dalam hal terdapat pekery'a/buruh yang dikategorikan suspek
eovid- 19 dan Cikarantina/isolasi menurut keterangan dokter,
rnaka upahrnya dibayarkan perruh selama rnenjaiani masa
karantinal isolasi; dan

1. dalam hal terdapat peke$alburuh yeng tidak masuk keda
karena sakit Covid-l9 dan dibuktikan dengan keterangan
d*kter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung
kepada rnasyarakat sebagaima*a dimaksud daiam Pasal 12 ayat (1)
huruf a meliputi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab
melaksanakan pelayanan :

a. pemadam kebakaran;
b. penanggulangan kebencaraan;
c. kesehatan;
d. perhubungan;
e. persampahan;
f. ketentraman dan ketertiban urfium;
g. ketenagakerjaan;
h. ketahanar"r pangan;
i. sosial;
j. pemakaman;
k. penerimaarl keuangan Daerah; dan
1. pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 14

Pelaku Usaha sebagaimana dirnaksud dalam Ps.sal 1"2 ayat {1)
huruf d adalah pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
a" kesehatan;
b. bahan pangan/makananlminurnan;
c. energi;
d. komunikasi dan teknologi informasi (termasuk

media/j urnalis / pers) ;

e. keuangan {lembaga keuanganlPerbankan};
f. logistik;
g. perhotelan;
h. kontruksi dan penyedia material bagr kepentingan

pembangunan penyelenggaraan pemerintahan;
i. Industri, meliputi:

1. unit produksi komoditas esensi.al, termasuk obat-obatan,
farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan
kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;

2. unit produksi, yang membutuhkan pross$ berkelanjutan,
setelah mendapatkan izir. yang diperlukan dari
Kementerian Perindu strian ;

3. unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-
obatan, farmasi dan alat kesehatan;

4. kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura;
5. unit produksi barang ekspor; dan
6. unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro

kecil rnenengah.
j. Penyedia...
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j. Penyedia spare part (suku cadang) kendaraan bermotor;
k. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan

sebagai elbjek vital nasional dau objek tertentu; danlatau
L kebutuhan sehari-hari.

Fasal 15

(1) Pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta
danlatau kondisi yang dapat herakibat fatal apabila terpapar
Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain
meliputi:
a. penderita tekanan darah ti*ggt;
b. pengidap penyakit jantung;
c. pengidap diabetes;
d. penderita penyakit paru-paru;
e. penderita kanker;
f. ibu hamit;
g. penderita imunitas rendah; dan
h. usia lebih dari 60 {enam puluh} tahun.

(2) Penerapan protokol pencegahan penyebaran Covidl9 di tempat
kerja sebagaim*ra dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2} huruf c
nteliputi:
a. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan

bersih dan higienis;
b. seluruh kaqrawan di area perkantoran vrajib menggurrakan

masker dan mencuci taagan seca.ra teratur dengan sabun
dan air yailg mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;

c. bekerjasaraa dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan
Co:rid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
untuk tindakan darurat;

d. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna
meningkatkan imunitas pekerja;

e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan
perangkat bangunan ternpat kerja/kantor;

f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh
pegawai/kar;zanvan yang memasuki tempat kerjalkantor
serta memastikan pegawailkaryawan yang bekerja di tempat
kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal,
batuk, pilek, diare dan sesak nafas;

g. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah
diakses pada tempat kerjalkantor;

h. menjaga jarak antar sesaura pegawai/karJrawan {phgsical
distaneinglpaling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan

i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan
pencegahan Corrid-19 untuk disebarluasks.n pada lokasi
strategis di tempat ke{'alkantor.

{3} Dalam hal ...
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{3} Dalam hal ditemukan adanya pegawailkaryawan di tempat kerja
yang menjadi Pasien Dalam Pengawasam, maka:
a. aktivitas pekeq'aan di tempat kerja l:arus dihentikan sementara

paiing sedikit 14 (empat trelas) hari kerja;
b. petugas medis dibantu satuan pengamanan meiakuka"n

evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat,
fasilitas dan peralatan kerja; dan

c. penghentian $ementara dilakukan hingga proses evakuasi dan
penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan dan isolasi tenaga ke:ja yeng pernah melakukan
kcntak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-l9 telah
sel*sai.

Bagian Keernpat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Fasal 16

Selama pen:berlakuan FSBB, dilakukan penghentian sementara
kegiatan keagamaan di tempat ibadah danlatau di tempat
tertentu.
Selama penghentiarr sementara kegiatan keagamaan ditempat
ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-rnasing.
Pembimbinglguru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan
keagamaan secara virtual atau secara lang*ung dengan
menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physlcciJ
distancirzgt,"

Seiama penghenti&.n $ementara kegiatan keagamaan di tempat
ibadah danlatau di ternpat tertentu sebagaimana dirnaksud pada
ayat {1i, kegiatan penanda u'aktu ibadah seperti a.dzan, lonceng,
danf atau penanda waktu lainnya dilakeanakan seperti biaea.
Pengecuaiian kegiatan keagamaan sebagaimana di ma-ksud pada
ayat {1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga
keagamaan resmi yang diakui oieh Femerintah.

Pasal 17

t1)

{?i

{3}

i4)

{5}

ti) Selama pemberiakuan PSBB,
wajib:
a. memberikan ed"ukasi atau

tetap melakukan kegiatan
b. melakukan pencegahan

ibadah; dan

penanggung jawab tempat ibadah

pengertian kepada jamaah untuk
keagamaan di rumah;
penyebaran Covid-19 di rurnah

c. menjaga keamanan rumah ibadah.

{2} Upaya .".



1B

{2} Upaya pencegahan penyebaran Covirt- 19 di tempat ibadah
sebagairnana dirnaksud pada ayat {1i huruf b dilakukan secara
berkala dengan cara;
a. merc.bersihkan rumah ibadah dan iingkunsan sekitarnya;
b" melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat

bangunan mmah ibadah; dan
c. raenutup akses masuk bagl piLrak-pihak yang tidak

berkepentingan.

Bapan Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pas*l 18

il} Selama pernberlakuan PSBB, penduduk dilarang meiakukan
kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau
fasilitas unlum.

i2) Pengelola tempat atar.r fasilitas Lrfilurn wajib rnenutup sementara
tempat atau fusilitas umum *ntr.lk kegiatan penduCr.lk *eiarrta
pemberlakuan FSBB.

{3} Dikecualikan dari larangan kegiatan di ternpat atau fasilitas
urnum sebagairnana dimaksud pada ayat (U, kegiatan
penduduk untuk:
a" memenuhi keh'utuhan pokok danlatau kebutuhan sehari*

hari;
b. memenuhi pelayanan kesehatan, ob,at-obatan dan alat

kesehata-n; dan
c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

t4) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1}, ayat {2) dan ayat (3} dapat dikenakan
sanksi administratif"

{5} Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran
*ebagaimana dimaksud pada ayat i4), dilakukan oleh Gugus
Tugas.

Pasal 19

tU Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat {3} huruf a, rneliputi kegiatan penyediaan,
per:golahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
a. bahan panganlrnakananl minurnan;
b. energi;
r. kornunikasi dan teknologi informasi;
d. keuangan, perbankan dan si*tem pembayaran; danlatau
e" Iogistik.
f. Bahan material bangunan yang pelaksanaannya sesuai

peraturan perundang-undangan.

{2} Pemenuhan .".
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Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat {3} huruf a meliputi:
a. penyediaan Lrarang retail di:

1". pasar rakryat;
2. toko swalayan berjenis ndnimarket, supermarket,

?tgpermarkeC, perkulakan dan toko khusus baik yang
berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat
perbelanjaan;

3. tako atau \nrarung kelontong.
br. jasa binatu {laundry}.
D*larn rneiayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama
pemberlakuan FSEB sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan
ayat i2), peiaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan
sebagai berikut:
a. mengutamakan pernesarran barang secara daring dan/atau

jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
b. turut menjaga steb,ilitas ekonami dan kemampuall daya beli

konsumen barang dengan tidak rnenaikkan harga barang;
c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
d. melatrrukan deteksi dan pemantaman suhu tubuh karyawan

dan konsumen yang memasuki pasarltoko serta
mernastikan karyawan yang bekerja tidak sedang
mengalami dernam ringan atau sakit;

e. mewajibkan pernbeli menggunakan mesker;
f. rnenerapkan pernbatasan jarak antar se$affta konsumen

{plrgsicaf distaneing} yang Catang ke pasarrrtoko paling
sedikit dalam rentang I (satu) meter;

g. tida.k rnenyed.iakan area tempat duduk (seating areai baik
didalam maupun diluar toko;

h. mewqiibkan *etiap kary*wan untuk menggunakan n:asker
dan pakaian ke{a sesuai pedoman keselamatan dan
kesehatan kerja; danlatau

i. rnelaksanakan anjuran euci tangan dengan sabun danlatau
pembersih tangan {hand sanitizer} termasuk menyediakan
fasilita* cuci tangan yang rnemadai dan rnudah diakses oleh
konsumen dan karvanuan

Pasal 2O

{1} Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat*obatan dan alat
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {3} huruf
b meliputi kegiatan perrenuhan pelayanan kesehatan, rumah
sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi
dan distribusi, baik di sektor pubiik maupun swasta, seperti
apatek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan
peralatan medis, lalroratorium, klifiik, arnbulan, clan
Iaboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan
untuk hewan.

{3}

{2) Dalam...
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{2} Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan,
obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, wqjib berpedoman pada protokol kesehatan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

{1} Kegiatan a}ahraga secara. mandiri sebagaimana dirnaksud
dalarn Pa.sal 18 ayat {3} huruf c, dapat dilakukan secara
terbatas oleh penduduk di luar rumah seiama pemberlakuan
FSBB.

{2} Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud parla
ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. ditrakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah

tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 22

{1i $elama pemberlakuan p$BB, dilakukan penghentian
sementara atas kegiatan sosial dan budaya ya"ng menimbulkan
kerunaunan orang.

{2} Kegiatan sosisi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan
perkumpr.rlan atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c" hiburan;
d. akadenrik; dan
e. budaya.

Pasal 23

{1i Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. ayat (2), untuk
kegiatan:
a. khitan;
b. pernikahan; dan
c" pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena

Corrid-19.

{2} Pelaksanaan kegiatan khitan sg}ngaimana dimaksud pada ayat
(1i huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;

c" menggunakan ...
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c. Elenggunakan maskerl dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir {physicat distancing)

paling sedikit dalam rentang i {satu) meter.

{SiPelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud
pada ayat {i} huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
*. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan

Sipil;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
c. menggunakan masker; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir lphysical distancing)

paling sedikit dalam rentang i {satu} meter.
e. pelaksanaan pernikahan berpedaman kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan

{4} Petak*anaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian
yang bukan karena Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di rumah duka;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keiuarga inti clengan

jurnlah paling banyak 2O arang;
c. menggunakan masker; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir {phgsicat distarucirryl

paling sedikit dalarn rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Transfortasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Fasal 24

(1) Selama pemberlakuan P$BB, semua kegiatan pergerakan
orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
a. pemerluhan kebutuhan pokok;
b" kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan

keamanan; dan
c. kegiatan yang dtperbolekrkan selama pemberlakuan PSBB,

meliputi:
1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi

pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan
pengaturan dari kantorlinstansi pemerintah terkait;

2. pengangkuta-n barang untuk aktivitas menjalankan
fungsi dipiomatik dan konsuler serta fungsi lalnnya
sesuai ketentuan hukum internasieinal;

3. pengangkutan barang untuk aktirritas Badan Usaha
Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam
penanggulangan Covid- I 9;

4. pengangkutan barang keperiuan pokok masyarakat;
5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan

peternakan;
6. pengangkutan...
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6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan,
dan sanitasi;

7. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan
minur:aan;

S. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan bahan bakar padat s*perti batubara, briket, arc.ng
dan sejeni*nya;

9. pengangkutarr barang keperluan distribu*i bahan baku
industri manufaktur dan perakitan (assembling);

10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
11. pengangkutan barang kirirnan;
1 ? . pengangkutan barang pengantaranfpengedaran uang;
i3. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
14. pengangkutan barang sektor k*munikasi dan teknologi

infomnasi;
15. pengangkutan barang untuk sektor ind.ustri strategis;
16. pengangkutla.n bar"ang untuk sektor pelayanan dasar,

utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air
bersih, peiayanan iistrik, pemadam kebakaran) dan
industri yang ditetapkan s*bagai oby'ek vital nasional
dan obyek tertentu; dan

17. pengangkutan barang untuk aklivitas organisasi
kemasyarakatan lokal dan internasieinal yang bergerak
pada sektor kebencanaan danf atau sosial.

tgl Dikecualikan dari penghentian sernentara kegiatan
pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, untuk
jenis moda transportasi:
a. kendaraan bermotor pribadi;
b. angkutan orang dengan kendaraan ber:rrotor umum;
c. angkutan perkeretaapian; dan
d. angkutan sungai, danau, dan penveberangan"

{3} Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan
pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1i,
untuk semua jenis m*da iransportasi"

i4i Pengguna kendaraan mobil penurnpang pril:adi diwajibkan
untuk rnengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan h*nya untuk per&enuhan kebutuhan pok*k

danlatau aktivitas lain yang diperbolehkan selama F$BB;
b. ntelakukan Cisinfeksi kendai-aan setelah selesai Cigunakan;
e. menggunakan masker di daian: kendaraan;
d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh

persen) dari kapasita* kendaraan; clan

e. tidak berkendarajika sedang urengalami gejala suhu tubuh
di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas"

t5) Fengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti
ketentuan sekragai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok

dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan ...
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b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut seteiah selesai
digunakan;

c" menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan;
dan

d. tidak berkendana jika sedang mengalarni gejaia suhu tubuh
di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

{6} Dikecualikan dari ketentuan ayat {5}, sepeda motor pribadi
dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan
ketentuan:
a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
b. diperuntukkan bagi kegiatan )'eng berkaitan dengan

penanggulangan penyebaran Covid- 19; clan
c. diperuntr.lkkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.

{7, Angkutan sepeda motor online atau bertrasis aplikasi dibatasi
penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan
tetap menggunakan hekn pribadi, masker, dan sarung tangan,
serta tidak berkend,ara jika sedang mengalami gejala suhu
tubuh di atas normal, batuk, pilek, diat'e d.an sesak nafas.

t8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Angkutan sepeda motor aruline atau berbasis apiikasi
dapat digunakan un*lk mengangkut penumpang dengan
ketentuan:
a. diperuntukkan bagi kegratan yang berkaitan dengan

penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
b. diperuntukkan bagi kondisi gaw'at darr.rrat kesehatan.

tq) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umllm,
angkutan perkeretaapian, danl atau moda transportasi barang
diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. membatasi jumlah orang maksimal SOyo {1ima puluh

persen) dari kapasitas angkutan;
b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari

Pemerintakr Daerah Daerah Kabupaten dan/ atau instansi
terkait;

c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan
secara berkala;

d. menggunakan masker dan sarung tangan;
e. meiakukan deteksi dan pemantauan serhu tubule petugas

dan penumpang yang rnernasuki moda transportasi;
f. rr-remaslikan petugas dan penllmpang moda transportasi

tidak sedang mengalami suhu tubuh Ci atas normal, batuk,
pilek, diare dan sesak nafa.s; dan

g. menjaga jarak antar penuffiparl g {1t?tgsicul di.stancingl.

{10}Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat
mengangkut penumparg dengan ketentuan:
a. melakukan pembatasan jumlah perrumpang paling banyak

5O% {lima puluh persen} dari jumlah kapasitas angkut
penumpang;

b" menjaga jarak antar penurnpang {ph}.sical distancing}; dan
c" rneners^pkan ...
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c- menerapkan waktu operasional pelabuhan yang
disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.

{1 l}Pengecuaiian untuk moda transportasu perkeretaapian dan
angkutan sungarr, danau dan penyebrangarl sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf c dan d dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB iII
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAIvIA

PEh/iBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 25

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama P$BB meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan

keamanan; dan
e. aktivitas Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan

DexalKeiurahan.

BAB IY
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAIY DASAR

PENDUDUK SELAMA PSBB
Bagran Kesatu

Hak dan Kern"qjiban

Pasal 26

{1} Selama pernberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak
yeng sarna untuk:
&. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten;
h. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai

kehutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi pubiik seputar Covid-19;
d" kemudahan akses di dalam melakukan pengadu"an seputar

Covid- i9; dan
e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-

19 dan/atau terduga Covid-19.

{2} Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 2V ...
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Pasal 27

{1} Selama pemberlakua-n PSBB, setiap pend*duk wajib:
a. mematuhi selumh ketentuan di dalam pelaksanaan FSBB;

tl. ikiit serta. dalam pelak*anaan P$BB; dan
c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan $ehat {PHBS}.

i?) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wqjib:
&. rnengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19

dalam per:yelidikan *pidemiolagi icrrutsct tracing) apabitra
telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal {rumah}
danlatau shelfermaupun p*rawatan di rumah sakit sesr.lai
rekornenda*i tenaga kesehatan; dan

c. meiaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri
danf atau ketruarganya terpapar Covid- 1 9.

{3} Pe}aksan&an kewajiban sel:agaimana dimaksud pada ayat (2}
harus mengikuti petunjuk teknis yaxg ditetapkan oleh Ketua
Gugus Tlrgas"

Bagian Kedr"ra

Pernenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selarna PSBB

Pasal 28

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kahupaten dapat memherikan bantuan tunai danlatau
bantuan pangan nontunai kepada masSrarakat yang
terdampak dalam rnemenuhi kebutuhan pokoknya sel*.rna
pelaksanaan PSEB.

Bantus-n tunai dan/atau bantuan pangan nontunai
s*bagairnana dimaksud pada ayat {1} diberikan datram bentuk
bahan pok*k danlatau bantuan langsung lainnya yang
mekanisme penyalurannya seeuai dengan ketentuan
peratura.n perundang-undangan "

Penetapa-* penerima barituan tunai dan/atau bantuan panga:l
nclntunai sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} ditetapkan
sesuai ketentu an peraturam perundangundangan.

Passl ?9

Pemerintah i)*erah Katrupaten dapat mernberikarr in*entif
kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB"

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan da}am
bentuk;
a. pengur*"$San ps.iak d*n retribusi daerah bagi pelaku usaha;
b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang

terdampak atas pelaksarraan PSBB; danlatau
c. bantuan "..

{1}

t2)

(3)

tlI

{2}
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c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perund.ang-
undangan.

(3) Pelaksanaan pernberian insentif *ebagaimana dimaksud pada
ay at {2},, dilaksanakan sesuai ketentuan praturan perundang-
undangan dan mempertimban*kan kemampuan Daerah.

BAB V
SUMBER DAYA PENANGGULANGAN COVID-19

Pasal 3O

Dalam rangka melaksanakan pene.nggulangan Covid- 19 di
Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menyu$rin
basis data dan informasi kebutuhan penyediaan d"an
penyaluran sumber daya.
Prosedur dan penggunaan sistem inforrnasi datram rangka
penyediaan dan penyaluran sumber da3ra sebagairnana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan *leh Bupati.

trasai 31,

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerjasama
dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak seeuai
dengan ketentuan peraturan perundang*undangan.
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
dalam bentuk:
a. dukungan sumber d*ya manusia;
h. sarana dan prasarana;
c. data dan inforrnasi; dan/atau
d" asa dan/atau dukungan lain

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 32

{1} Gugus Tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi PSBB dalam
rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah
Kabupaten.

{2} Media informasi d"an komunikasi yang dapat digunakan dalam
kegiatan sosiaJisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. press reatease;
b. media scsial;
c. surat kabar;

d. televisi.."

(1)

{2}
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d. televisi;
e. radio;
f. media online;
g. media reklame; dan
h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

{1} Femantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB
dilakukan dalam rangka menilai keberhasiian pelaksanaan
PSBB datram memutus rantai penularan Covid-19.

{2} Pemantauan dan evaluasi sebagaimana" dimaksud pada ayat (i}
dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten meialui pemantauan
atau perneriksaan ke lapangan.

{3i Penilaian keberhasilan peiaksanaan PSBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
a" pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
b" jumlah kasus; dan
c. sebaran kasus.

Pasai 34

t1) Dalam pelaksanaan PSBB, Penterintah Daerah Kabupaten,
slvasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi
aktif melakukan pemantauan pelaksanaan FSBB.

{2} Pemantauan peiaksanaan PSBB sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan melalui Gugus T\*gas dan/atau kanal
pefianganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten.

{3} Hasil pelaporan cie}r masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII
PBNEGAKKAN HUKUM

Pasal 35

{1} Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Feraturan
Bupati ini dilakukan <lleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan
Gugus Tugas Tingkat Kecamatan .

(2) Kewenangan ...
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(2) Kewenangan Gugus Tugas sehagaimana dimaksud pada ayat
{1) meliputi:
a. meiakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini ini,
seperti membubarkan kerumunan dan/atau
keramaian, yang bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-l9;
b. menindak warga rnasyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. melakukan tindakan penyeiidikan terhadap urarga
masyarakat, aparatutr, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini;
dan

c. melakukan tindakan admiaistratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, a-tau badan hukum yar.g
melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini,
berupa:
1-. teguran lisan;
2. peringatan;
3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.

4. penahanan kartu identitas;
pembatasan / penghentian / pembubaran kegiatan ;

penutupan sementara;
pembekuan izin; dan

8" pencabutan izin.

{3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c berupa penutupan sementara, pembekuan iain dan
pencabutan ir;rn dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat
Kabupaten.

{4} Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan kepada etika, moral serta Lrerpedoman pada
ketentuan peraturan perund.ang-undangan.

BAB IX
SANSKI

Pasal 36

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Untuk hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan PSBB
sepanjalg belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan
kemudian oleh tsupati.

Pasal 38 ...

5.

6.
7.
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Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"
Agar setiap orang mengetahufurya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 Mei 2A2O

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ryOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2A20 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Yf,T4
,#

PATEN SUKABUMI
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